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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa kasus dalam laporan ini dapat ditarik kesimpulan antara 

lain: 

1. Proses keberatan dan banding memerlukan waktu yang lama untuk 

mengambil keputusan. 

2. Terdapat potensi kehilangan penerimaan negara jika dasar penetapan Surat 

Penetapan Tarif dan / atau Nilai Pabean SPTNP tidak terlalu kuat. 

3. Penetapan Surat Penetapan Tarif dan / atau Nilai Pabean SPTNP tidak 

boleh sembarangan karena diajukan ke tingkat lebih tinggi.yaitu 

Pengadilan Pajak, apabila Surat Penetapan Tarif dan / atau Nilai Pabean 

SPTNP diterbitkan tidak sesuai ketentuan akan menimbulkan citra buruk 

bagi pihak pabean. 

 

3.2 Saran  

Hendaknya hasil keberatan dan banding dapat dijadikan referensi oleh 

pihak pabean dalam memutuskan suatu keberatan yang diajukan oleh importir, 

sehingga untuk kasus yang sama atau hampir sama tidak perlu diajukan  ke 

Pengadilan Pajak bahkan sampai diajukan peninjauan kembali karena hal tersebut 

menimbulkan konsekuensi waktu dan biaya yang cukup besar. Hendaknya 

perselisihan diselesaikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saja 

namun apabila Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hendak mengajukan 

Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas permasalahan  ini 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan mempunyai pegangan yang kuat 

dan dapat dipertimbangkan  oleh Mahkamah Agung. Apabila Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung  

hanya berbekal pada aturan yang belum komprehensif, maka hampir bisa 

dipastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan kembali mengalami 

kekalahan. 
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